MATRIKS PRIORITAS, FOKUS, DAN KEGIATAN PRIORITAS

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2007

PRIORITAS I : PENANGGULANGAN KEMISKINAN

	No


	Fokus /

Kegiatan Prioritas
	Program
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif

(Rp Miliar)

	Fokus 1:  Perluasan Akses Masyarakat Miskin Atas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Dasar

	a.
	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, meliputi:

· Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs, Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP.

· Beasiswa siswa miskin jenjang SMA/SMK/MA

· Pengembangan pendidikan keaksaraan fungsional
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program Pendidikan Menengah 

Program Pendidikan Non Formal
	Depdiknas dan Depag
	11.138,0

790,0

275,0

	b.
	Peningkatan pelayanan kesehatan, meliputi:

· Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas & jaringannya sebagai pendukung desa siaga

· Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III RS 

· Peningkatan sarana dan prasarana pelayana kesehatan dasar terutama di daerah perbatasan, terpencil, tertinggal dan kepulauan

· Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan terutama untuk penanganan penyakit menular dan berpotensi wabah, pelayana kesehatan ibu dan anak, gizi buruk dan pelayanan kegawatdaruratan

· Pelatihan teknis bidan dan tenaga kesehatan untuk menunjang percepatan pencapaian MDG
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Upaya Kesehatan Perorangan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Upaya Kesehatan Perorangan

Program Sumber Daya Kesehatan
	Depkes


	720,0

2.880,0

500,0

1.251,0

400,0

	c.
	Peningkatan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat miskin, meliputi:

· Pembangunan dan rehabilitasi perumahan nelayan dan perumahan rakyat di wilayah perbatasan dan pulau kecil sebanyak 2.600 unit

· Bantuan teknis kepada kredit mikro perumahan (8 kegiatan)

· Pengembangan subsidi kepemilikan atau perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah

· Peningkatan kualitas kawasan kumuh, desa tradisional, desa nelayan dan desa eks transmigrasi di 150 kawasan

· Pembangunan prasarana dan sarana permukiman di pulau kecil, kawasan terpencil di 25 kawasan

· Pembangunan prasarna dan sarana air minum melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat di 105 lokasi/desa miskin, desa rawan air, desa pesisir dan desa terpencil
	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Program Pengembangan Perumahan

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah


	Kemenegpera 

Kemenegpera 

Kemenegpera

Dep. PU

Dep. PU

Dep. PU
	80,2

3,2

25,0

236,9

35,0

200,1

	d.
	Pengembangan program (uji coba) subsidi langsung tunai bersyarat (SLTB), melalui:

· Penyediaan Subsidi Langsung Tunai Bersyarat bidang pendidikan dan kesehatan kepada rumah tangga miskin di beberapa desa percontohan

· Penyediaan dukungan pembinaan peningkatan kesejahteraan bagi rumah tangga miskin
	Program Khusus


	Dikoordinasikan oleh Bappenas:

· Depdiknas (Rp 1.800,0 miliar)

· KL lainnya (Rp 2.200,0 miliar) 


	4.000,0

	Fokus 2:  Perlindungan Sosial 

	a.
	Peningkatan perlindungan kepada keluarga miskin, termasuk perempuan dan anak meliputi:

· Jaminan penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin

· Peningkatan akses informasi dan pelayanan ketahanan serta fasilitasi pemberdayaan keluarga

· Fasilitasi pembentukan P2TP2
	Program Keluarga Berencana

Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
	BKKBN

BKKBN

Kemeneg PP
	251,3

34,6

4,0

	b.
	Peningkatan perlindungan kepada komunitas miskin, penyandang masalah sosial dan korban bencana, meliputi:

· Pemberdayaan sosial untuk masyarakat miskin

· Pemberdayaan KAT
· Bantuan dan jaminan sosial untuk masyarakat rentan, termasuk korban bencana alam dan sosial


	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya

Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial


	Depsos
	300,0

100,0

150,0

	Fokus 3:  Penanganan Masalah Gizi Kurang dan Kerawanan Pangan

	a.
	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan zat gizi mikro lainnya pada rumah tangga miskin
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
	Depkes


	579,7



	b.


	Penyaluran beras bersubsidi untuk keluarga miskin


	Program Peningkatan Ketahanan Pangan


	BULOG


	

	Fokus 4:  Perluasan Kesempatan Berusaha

	a.
	Penciptaan kepastian hukum atas hak tanah dan peluang permodalan bagi masyarakat miskin dengan mempercepat pelaksanaan pendaftaran tanah bagi rumah tangga miskin (Prona dan transmigrasi)


	Program Pengelolaan Pertanahan
	BPN


	RM: 17,0

RMP: 34,4

PLN: 166,8

	b.
	Advokasi penataan hak kepemilikan dan sertifikasi lahan petani
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
	Deptan
	

	c.


	Peningkatan dukungan pengembangan usaha skala mikro bagi masyarakat miskin, meliputi:

· Penyediaan sarana dan prasarana usaha mikro

· Pelatihan budaya usaha dan teknis manajemen usaha mikro

· Peningkatan pelayanan koperasi  dalam peningkatan usaha mikro terutama melalui Program perempuan Keluarga Sehat Sejahtera (Perkassa)

· Pembinaan sentra-sentra produksi tradisional


	Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro
Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro

Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro

Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro


	Kemeneg KUKM


	20,0

5,0

100,0

30,0



	D
	Peningkatan Sinergi dan Optimalisasi Upaya Pemberdayaan Masyarakat
· Peningkatan pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui program pengembangan kecamatan (PPK) 

· Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pemantauan unit pengaduan masyarakat untuk program-program pengendalian dan pembinaan PKPS-BBM

· Peningkatan kapasitas masyarakat miskin perkotaan melalui program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP)
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
	Depdagri

Depdagri

Dep. PU
	RMP: 7,5

PHLN :848,8

4,0

221,0




PRIORITAS II: Peningkatan Kesempatan Kerja, Investasi, dan Ekspor

	No


	Fokus  /

Kegiatan Prioritas
	Program
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif

(Rp Miliar)

	Fokus 1:  Penciptaan Pasar Tenaga Kerja yang Lebih Luwes

	a. 
	Penyiapan perangkat dan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, dan adil;
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
	Depnakertrans
	15,0

	b. 
	Penyusunan kerangka kualifikasi nasional dan sistem sertifikasi bidang pendidikan dan pelatihan;
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Depnakertrans,

BNSP
	10,0

	c. 
	Mendorong dan menyempurnakan pelaksanaan negosiasi bipartit antara serikat pekerja dan pemberi kerja;
	Program Perlindungan dan Pengem-bangan Lembaga Tenaga Kerja
	Depnakertrans
	10,0

	d. 
	Penyempurnaan dan pengkonsolidasian program-program penciptaan lapangan kerja, khususnya di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur;
	Program Perluasan dan Pengembang-an Kesempatan Kerja
	Depnakertrans
	50,0

	e. 
	Peningkatan fungsi dan kinerja Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi pusat pelatihan berbasis kompetensi;
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Depnakertrans
	200,0

	f. 
	Fasilitasi kegiatan pendukung pasar kerja melalui penguatan kelembagaan, informasi pasar kerja, dan bursa kerja.
	Program Perluasan dan Pengembang-an Kesempatan Kerja
	Depnakertrans
	50,0

	Fokus 2:  Perbaikan Iklim Investasi dan Berusaha

	a. 
	Penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan penanaman modal;
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
	BKPM
	4,0

	b. 
	Penyederhanaan prosedur dan peningkatan pelayanan penanaman modal baik di tingkat pusat maupun daerah;

	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
	BKPM
	2,5

	c. 
	Peningkatan promosi investasi terintegrasi baik di dalam maupun di luar negeri;
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
	BKPM
	67,2

	d. 
	Peningkatan fasilitasi kerjasama PMA dan PMDN dengan UKM (match-making);


	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
	BKPM
	9,2

	e. 
	Peningkatan penanganan pelanggaran  UU No. 5/1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
	Program Persaingan Usaha
	KPPU
	5,4

	f. 
	Penyusunan rancangan  amandemen UU No. 5 Tahun 1999;
	Program Pembentukan Hukum
	KPPU
	0,9

	g. 
	Memprakarsai dan mengkoordinasikan pembangunan kawasan industri.
	Program Penataan Struktur Industri
	Depperin
	3,0 

	Fokus 3:  Peningkatan Ekspor Non Migas, Perluasan Negara Tujuan dan Produk Ekspor

	a. 
	Persiapan pengembangan dan pembentukan National Single Window dalam rangka persiapan pelaksanaan ASEAN Single Window (termasuk sistem dan jaringan pertukaran data/dokumen);


	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
	Depdag
	3,0

	b. 
	
	
	Kemenko Perekonomian
	7,7

	c. 
	Penyelenggaraan pusat promosi dagang Indonesia (ITPC)  di 20 kota dagang utama dunia;
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
	Depdag
	37,7

	d. 
	Peningkatan partisipasi aktif Indonesia di fora internasional (WTO, APEC, ASEAN, dan mitra dialog ASEAN);
	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
	Depdag
	19,1

	e. 
	Optimalisasi fungsi tim nasional perundingan perdagangan internasional, peningkatan ekspor non migas, dan  investasi;
	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
	Depdag
	23,9

	f. 
	
	
	Kemenko Perekonomian
	7,7

	g. 
	Penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan tentang perdagangan, Sistem Resi Gudang (SRG), Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), dan Pasar Lelang;
	Program Pembentukan Hukum
	Depdag
	1,9

	h. 
	
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
	Kemenko Perekonomian
	1,4

	i. 
	Pembinaan Pasar dan Distribusi;
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
	Depdag
	28,4

	j. 
	Pembinaan dan pengawasan standardisasi, akreditasi, dan pengendalian mutu;
	Program Pengembangan Standardisasi Nasional
	BSN
	23,5 

	k. 
	
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi
	Depperin
	5,0 

	l. 
	Penanganan pasca panen dan peningkatan mutu;
	Program Pengembangan Agribisnis
	Deptan
	450,0

	m. 
	Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
	Program Pengembangan Agribisnis
	Deptan
	143,0

	Fokus 4:  Peningkatan Intensitas Pariwisata

	a. 
	Fasilitasi pengembangan destinasi pariwisata unggulan terutama wisata bahari, budaya dan MICE; serta pendukungan pengembangan daya tarik pariwisata daerah;
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
	Depbudpar
	36,3 

	b. 
	Pengembangan sarana dan prasarana promosi pariwisata dan peningkatan promosi pariwisata ke luar negeri;
	Program Pengembangan Pemasaran
	Depbudpar
	66,7 

	c. 
	Pengembangan kebijakan SDM dan peningkatan litbang kebudayaan dan pariwisata nasional.

 
	Program Pengembangan Kemitraan
	Depbudpar
	78,1 

	Fokus 5:  Peningkatan Produktifitas dan Akses UKM kepada Sumberdaya Produktif

	a. 
	Penyusunan kebijakan RUU tentang UMKM dan peraturan pelaksanaannya;


	Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM
	Kemeneg KUKM
	2,9

	b. 
	Fasilitasi formalisasi badan usaha UMKM dan sertifikasi tanah UMKM;


	Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM
	Kemeneg KUKM
	23,0

	c. 
	Penyusunan RUU lembaga penjaminan kredit;


	Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM
	Kemeneg KUKM
	2,0

	d. 
	Penyediaan skim penjaminan kredit UKM terutama kredit investasi pada sektor agribisnis dan industri;


	Program Pengemb. Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
	Kemeneg KUKM
	265,0

	e. 
	Pembiayaan produktif dengan pola usaha bagi hasil/syariah dan konvensional;


	Program Pengemb. Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
	Kemeneg KUKM
	200,0

	f. 
	Pengembangan klaster bisnis dengan basis kawasan industri;


	Program Pengemb. Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
	Kemeneg KUKM
	30,0

	g. 
	Penyediaan sarana dan Penyelenggaraan promosi produk KUKM;


	Program Pengemb. Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
	Kemeneg KUKM
	35,0

	h. 
	Penumbuhan wirausaha baru terutama melalui Program Sarjana Pencipta Kerja (Prospek) Mandiri;


	Program Pengemb. Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
	Kemeneg KUKM
	40,0

	i. 
	Fasilitasi pengembangan UKM berbasis teknologi;


	Program Pengemb. Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
	Kemeneg KUKM
	50,0

	j. 
	Pembinaan, pengawasan dan penilaian koperasi;


	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
	Kemeneg KUKM
	25,0

	k. 
	Penyediaan sarana produksi bersama bagi anggota koperasi;


	Program Pengemb. Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
	Kemeneg KUKM
	10,0

	l. 
	Penyempurnaan dan penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang koperasi.


	Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM
	Kemeneg KUKM
	1,3


PRIORITAS III : REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN, DAN PERDESAAN

	No
	Fokus/Kegiatan Prioritas
	Program
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif 

(Rp Miliar)

	Fokus 1:  Ketahanan Pangan Nasional

	a.
	Peningkatan produksi dan produktivitas pangan dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan terutama padi/beras di dalam negeri melalui pengembangan perbenihan/perbibitan; pengembangan intensifikasi padi-padian, kacang-kacangan dan umbi-umbian, pengembangan penyediaan prasarana dan sarana termasuk peningkatan fungsi jaringan irigasi di tingkat petani, perluasan areal tanam dan areal panen; penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian; peningkatan intensifikasi dan ketahanan pangan; pengembangan dan perlindungan tanaman dan ternak yang didukung sistem perkarantinaan dan pengawasan ketahanan pangan juga pengendalian wabah flu burung pada hewan;
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan


	Deptan

Perum Bulog


	3.086,2


	b.
	Perbaikan sistem distribusi dan akses pangan melalui pengembangan pendukung pangan antar wilayah, model distribusi pangan yang efektif dan pengembangan cadangan pangan;
	
	
	

	c.
	Peningkatan konsumsi, diversifikasi dan keamanan pangan dengan melakukan pengembangan pola konsumsi pangan yang berimbang, penyediaan beras bersubsidi untuk masyarakat miskin;
	
	
	

	d.
	Peningkatan sistem pendukung produksi pangan dan pertanian dengan melakukan pengembangan teknologi produksi, pengolahan dan pengembangan pasca panen produk pangan serta peningkatan kelembagaan petani dan pertanian, termasuk perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) pertanian dalam rangka mengupayakan struktur penguasaan dan pemilikan tanah pertanian yang adil;
	Program Pengelolaan Pertanahan
	BPN
	48,0

	e.
	Pengelolaan waduk, sungai, rawa dan pengendalian banjir;
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi lainnya 
	Dep. PU


	3.200,0



	f.
	Konservasi sungai, waduk dan sumber-sumber air;
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, Waduk  dan Sumber-sumber Air
	Dep. PU


	700,0



	g.
	Pengendalian banjir dan pengamanan pantai;
	Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai
	Dep. PU
	600,0

	h.
	Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, khususnya DAS-DAS prioritas.


	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA
	Dephut
	110,2

	Fokus 2:  Peningkatan Kualitas Pertumbuhan Produksi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

	a.
	Peningkatan produksi dan pendapatan petani dengan mendorong: 

· Peningkatan produktivitas dan produksi perkebunan, peternakan dan hortikultura;
· Pengembangan komoditas dan pengolahan untuk meningkatkan nilai hasil perkebunan, peternakan dan hortikultura;
· Penguatan lembaga penyuluhan pertanian, peningkatan lembaga pelayanan bagi petani (keuangan dan saprodi), peningkatan SDM penyuluh, aparat, petani dan pelaku agribisnis;
· Peningkatan pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk mendukung peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian;
· Peningkatan daya saing dengan penerapan harmonisasi tarif dan penyelarasan kebijakan program agribisnis, pengembangan kelembagaan dan informasi pasar, kerjasama perdagangan internasional, perbaikan kualitas dan standar mutu serta penerapan sistem karantina untuk mengendalikan penyakit yang membahayakan produksi dan keamanan produk;

· Pengembangan agroindustri perdesaan, pola kemitraan usaha di bidang pertanian serta pengembangan infrastruktur perdesaan (jalan produksi/usaha tani dan fasilitas irigasi lahan kering).

	Program Pengembangan Agribisnis

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani


	Deptan

Deptan


	3.245,0

1.009,7



	b.
	Peningkatan produksi perikanan dan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya dengan melakukan: 

· Penguatan dan pengembangan perikanan tangkap yang efisien dan berbasis kerakyatan, serta pengembangan usaha budidaya yang berwawasan lingkungan;

· Revitalisasi perikanan terutama untuk komoditas tuna, udang dan rumput laut dengan mengembangkan skala usaha nelayan dan pembudidaya ikan, pemberdayaan ekonomi dan penguatan kelembagaan masyarakat;

· Pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan serta input produksi lainnya;

· Pengembangan dan penguatan industri penanganan dan pengolahan untuk meningkatkan standar mutu dan nilai tambah, serta pemasaran hasil;

· Penguatan basis data statistik dan sistem informasi perikanan, rekayasa teknologi terapan perikanan dan diseminasinya serta peningkatan kualitas SDM perikanan dan sistem penyuluhan perikanan;

· Pengembangan sistem karantina dan sistem pengelolaan kesehatan ikan;

· Peningkatan kualitas dan sistem perijinan usaha perikanan, sertifikasi balai benih, serta pengembangan wilayah berbasis perikanan dan koordinasi penanganan illegal fishing, dan prasarana pendukung lainnya;

· Pengelolaan sumberdaya ikan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan serta pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir.

	Program Peningkatan Sumberdaya Perikanan


	DKP


	1.818,7



	c.
	Peningkatan produksi kehutanan dengan melakukan: 

· Pengembangan pengelolaan pemanfaatan hutan alam, hutan tanaman, hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan serta perhutanan sosial;
· Pengembangan industri yang mempunyai nilai tambah tinggi dengan memprioritaskan penyediaan bahan baku kayunya serta pengembangan dan pemasaran hasil hutan;
· Perlindungan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan;

· Pengelolaan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya;

· Deregulasi peraturan perundangan kehutanan untuk mendukung percepatan pembangunan hutan tanaman;
· Koordinasi penanganan illegal logging;
· Percepatan pembentukan KPH;
· Memprioritaskan suplai kayu untuk industri yang mempunyai nilai tambah tinggi.

	Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan                                         
Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan 

Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam

Program Perlindungan dan konservasi Sumberdaya Alam


	Dephut

Dephut

Dephut

Dephut
	295,7

31,2

45,5

59,7

	Fokus 3:  Peningkatan Diversifikasi Ekonomi dan Infrastruktur Perdesaan

	a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.
	Fasilitasi pengembangan diversifikasi ekonomi perdesaan, pembinaan lembaga keuangan perdesaan, dan penyelenggaraan diseminasi teknologi tepat guna bagi kawasan perdesaan;

Pembangunan prasarana dan sarana kawasan agropolitan;

Pembangunan prasarana desa pusat pertumbuhan, pembangunan sarana dan prasarana pendukung P2KPDT, dan pembangunan infrastruktur perdesaan pola PKPS BBM;

Pemberdayaan lembaga dan organisasi msyarakat perdesaan, peningkatan kapasitas fasilitator pembangunan perdesaan, penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa, dan pemantapan kelembagaan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan;

Penyediaan skim permodalan usaha dengan sistem bunga, sistem bagi hasil dana bergulir, sistem tanggung renteng atau jaminan tokoh masyarakat setempat sebagai pengganti agunan;

Penyediaan skim penjaminan kredit UKM, terutama kredit investasi pada sektor agrobisnis dan industri;

Pembangunan 27.515 satuan sambungan telepon baru di 10.100 desa serta 100 unit pusat informasi masyarakat (community access point);

Pengembangan pola kerjasama pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan listrik-listrik perdesaan.

	Program Pengembangan Ekonomi Lokal 

Program Pengembangan Ekonomi Lokal 

Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pos dan telematika

Program Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah, Koperasi dan Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan
	Depdagri

Dep. PU

Dep. PU

Depdagri

Kemeneg KUKM

Kemeneg KUKM

Depkominfo

Dep. ESDM
	5,0
140,8
657,9

23,9
200,0
265,0

1.658,6
100,0

	Fokus 4:  Pengembangan SDA untuk Energi Terbarukan

	a.


	Penetapan rencana induk pemanfaatan biodiesel dan biofuel sebagai sumber energi terbarukan, penetapan harga biodiesel dan biofuel disesuaikan dengan nilai keekonomiannya, penyediaan fasilitas kepada badan usaha untuk melakukan pengembangan pengolahan biodiesel dan biofuel, serta jaringan pendistribusiannya; 


	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi


	Dep. ESDM
	7,0



	b.


	Penyempurnaan peraturan dan penyiapan perangkat hukum dan insentif untuk inovasi pemanfaatan biodiesel dan biofuel sebagai sumber energi terbarukan; perumusan dan penerapan standar mutu produk biodiesel dan biofuel sebagai sumber energi terbarukan; 


	
	
	

	c.


	Dukungan untuk penyiapan lahan pertanian, pengembangan tatacara penggunaan biodiesel dan biofuel sebagai energi terbarukan dan tatacara penyimpanannya; dorongan untuk pembangunan pabrik pengolahan minyak sawit/jarak untuk biodiesel dan pabrik pengolahan etanol untuk gasohol (biofuel) dengan skala produksi kecil dan menengah (skala pilot); dan peningkatan kegiatan riset dan penelitian dalam pencarian sumber-sumber energi terbarukan (biodiesel dan biofuel) dan teknologi aplikasi pengolahannya.


	Program Pengembangan Agribisnis


	Deptan
	100,0




PRIORITAS IV :  PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

	No


	Fokus  /

Kegiatan Prioritas
	Program
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif

(Rp Miliar)

	Fokus 1:  Percepatan Pemerataan, Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

	a.
	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP;

	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	Depdiknas dan Depag
	11.138,0

	b.
	Rehabilitasi SD/MI/SDLB dan SMP/MTs;

	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	Depdiknas dan Depag
	1.500,0

	c.
	Peningkatan daya tampung SMP/MTs melalui pembangunan unit sekolah baru termasuk SD-SMP dan MI-MTs satu atap untuk wilayah terpencil serta pembangunan ruang kelas baru SMP/MTs;
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	Depdiknas dan Depag
	2.250,0

	d.
	Pembangunan asrama siswa dan mess guru di daerah terpencil dan kepulauan;
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	Depdiknas dan Depag
	100,0



	e.
	Pengadaan buku pelajaran SD/MI/SDLB dan SMP/MTs;

	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	Depdiknas dan Depag
	1.075,0



	f.
	Pembangunan prasarana pendukung di SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB yang mencakup perpustakaan termasuk buku bacaannya, pusat sumber belajar, dan laboratorium;

	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	Depdiknas dan Depag
	1.830,0



	g.
	Penyelenggaraan pendidikan alternatif termasuk SMP terbuka, Paket A dan Paket B.


	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	Depdiknas dan Depag
	490,0

	Fokus 2:  Peningkatan Aksesibilitas, Pemerataan, dan Relevansi Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Berkualitas

	a.
	Penyediaan beasiswa untuk siswa miskin;
	Program Pendidikan Menengah
	Depdiknas dan Depag
	790,0



	b.
	Rehabilitasi SMA/SMK/MA;
	Program Pendidikan Menengah
	Depdiknas dan Depag
	375,0



	c.
	Peningkatan daya tampung SMA/SMK/MA melalui pembangunan unit sekolah baru terutama di perdesaan dan ruang kelas baru;
	Program Pendidikan Menengah
	Depdiknas dan Depag
	920,0

	d.
	Pengadaan buku pelajaran SMA/SMK/MA;
	Program Pendidikan Menengah
	Depdiknas dan Depag
	190,0

	e.
	Pembangunan prasarana pendukung mencakup perpustakaan termasuk buku bacaannya, laboratorium, workshop atau unit produksi, dan pengembangan teknologi komunikasi dan informasi;
	Program Pendidikan Menengah
	Depdiknas dan Depag
	452,0

	f.
	Penambahan sarana dan prasarana di perguruan tinggi;
	Program Pendidikan Tinggi
	Depdiknas dan Depag
	1.700,0

	g.
	Penyediaan beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa prestasi;
	Program Pendidikan Tinggi
	Depdiknas dan Depag
	632,0

	h.
	Peningkatan intensitas penelitian di perguruan tinggi;
	Program Pendidikan Tinggi
	Depdiknas dan Depag
	158,5

	i.
	Peningkatan kualitas SDM perguruan tinggi.


	Program Pendidikan Tinggi
	Depdiknas dan Depag
	500,0

	Fokus 3:  Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Guru

	a.
	Sertifikasi profesi bagi pendidik;
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	Depdiknas dan Depag
	250,0

	b.
	Peningkatan kualifikasi akademik bagi pendidik;
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	Depdiknas dan Depag
	350,0

	c.
	Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan; 
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	Depdiknas dan Depag
	100,0

	d.
	Pembinaan lembaga pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	Depdiknas dan Depag
	250,0

	e.
	Peningkatan kesejahteraan pendidik termasuk melalui lanjutan pengkaryaan guru bantu, subsidi bagi guru tidak tetap dan subsidi tambahan jam mengajar untuk remedial teaching.


	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	Depdiknas dan Depag
	1.200,0

	Fokus 4:  Penurunan Buta Aksara

	a.
	Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional;
	Program Pendidikan Non Formal
	Depdiknas dan Depag
	275,0

	b.
	Peningkatan perpustakaan dan taman bacaan masyarakat;
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
	Depdiknas
	

	c.
	Pelatihan pengelola perpustakaan dan taman bacaan;
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
	Depdiknas
	

	d.
	Pengembangan model layanan perpustakaan termasuk perpustakaan keliling dan perpustakaan elektronik;
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
	Depdiknas
	

	e.
	Peningkatan kunatitas dan kualitas bahan bacaan;
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
	Depdiknas
	

	f.
	Pemasyarakatan perpustakaan, minat baca dan kebiasaan membaca;
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
	PERPUSNAS
	7,5

	g.
	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada seluruh jenis perpustakaan;
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
	PERPUSNAS
	8,5

	h.
	Penyusunan program pengembangan perpustakaan.


	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
	PERPUSNAS
	5,0

	Fokus 5:  Peningkatan Aksesibilitas, Pemerataan, Keterjangkauan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan terutama Bagi Masyarakat Miskin

	a.
	Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III Rumah Sakit;
	Program Upaya Kesehatan Perorangan
	Depkes
	2.880,0

	b.
	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya sebagai pendukung desa siaga;
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
	Depkes
	720,0

	c.
	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar terutama di daerah perbatasan, terpencil, tertinggal dan kepulauan;
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
	Depkes
	500,0

	d.
	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan terutama untuk penanganan penyakit menular dan berpotensi wabah, pelayanan kesehatan ibu dan anak, gizi buruk dan pelayanan kegawatdaruratan;
	Program Upaya Kesehatan Perorangan
	Depkes
	1.251,0

	e.
	Pelatihan teknis bidan dan tenaga kesehatan untuk menunjang percepatan pencapaian MDG.
	Program Sumber Daya Kesehatan
	Depkes
	400,0

	Fokus 6:  Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit terutama Pemyakit Menular dan Wabah termasuk Penanganan Terpadu Flu Burung

	a.
	Pencegahan dan penganggulangan penyakit menular termasuk flu burung;
	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
	Depkes
	750,0

	b.
	Peningkatan imunisasi.


	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
	Depkes
	400,0

	Fokus 7:  Penanganan Masalah Gizi Kurang dan Gizi Buruk pada Ibu Hamil, Bayi dan Anak Balita

	a.
	Peningkatan pendidikan gizi masyarakat;
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
	Depkes
	60,0

	b.
	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan gizi mikro lainnya.
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
	Depkes
	500,0

	Fokus 8:  Peningkatan Ketersedian Obat Generik Esensial, Pengawasan Obat, Makanan dan Keamanan Pangan

	a.
	Pengujian laboratorium sampel obat, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, makanan dan PKRT;
	Program Pengawasan Obat dan Makanan
	BPOM
	41,0

	b.
	Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat, oabat generik, kosmetika, produk komplemen, makanan dan PKRT dalam rangka GMP dan GDP;
	Program Pengawasan Obat dan Makanan
	BPOM
	13,0

	c.
	Peningkatan sarana dan prasarana;
	Program Pengawasan Obat dan Makanan
	BPOM
	117,0

	d.
	Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan.


	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
	Depkes
	500,0


PRIORITAS V :  PENEGAKAN HUKUM, PEMBERANTASAN KORUPSI DAN REFORMASI BIROKRASI

	No
	Fokus /

Kegiatan Prioritas
	Program
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif

(Rp Miliar)

	Fokus 1:  Optimalisasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi

	a.
	Melanjutkan Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi;
	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Semua Instansi Pemerintah Tingkat Pusat dan Daerah
	0,6

	b.
	Melakukan Evaluasi Dampak Penyelenggaraan RAN-PK.
	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Semua Instansi Pemerintah Tingkat Pusat dan Daerah
	0,3

	Fokus 2:  Percepatan Penyelesaian Kasus Korupsi dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

	a.
	Melanjutkan pemberantasan korupsi dengan memprioritaskan pada sektor-sektor yang mempunyai potensi besar  untuk penyelamatan keuangan negara;
	Program Penegakan hukum dan  HAM

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
	Kejagung, KPK, MA, dan Inspektorat Kementerian/Lem-baga
	1.257,5

	b.
	Memberikan perlindungan HAM dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas serta melibatkan unsur-unsur pemerintah dan masyarakat;
	Program Penegakan Hukum dan HAM
	Komnas HAM
	17,6

	c.
	Melanjutkan audit reguler atas kekayaan suluruh pejabat pemerintah dan pejabat negara;
	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
	Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah di Instansi Pemerintah
	

	d.
	Mempercepat dan mempertegas pelaksanaan rencana aksi nasional pemberantasan korupsi (RAN PK) di lingkungan pemerintah pusat dan daerah;
	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik
	Kemeneg PAN  (Rp 17,5 miliar) 
Bappenas, dan instansi yang terkait dengan RAN PK
	17,5

	e.
	Meningkatkan kualitas lembaga dan melanjutkan upaya penyempurnaan sistem pengawasan internal  dan ekternal;
	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
	BPK, BPKP, Kemeneg PAN  (Rp 948,1 mil)

Depdagri, Depkeu,
	948,1

	f.
	Mempercepat pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan untuk diproses secara hukum.

	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
	BPK, BPKP, Depdagri, Kemeneg PAN dan Inspektorat Kementerian/Lembaga lainnya
	

	Fokus 3:  Percepatan Penguatan Kelembagaan Hukum

	a.
	Mempercepat penyediaan sarana dan prasarana peradilan dan menyempurnakan mekanisme keterbukaan dan pertanggungjawaban pada lembaga penegak hukum: pengadilan, kejaksaan, kepolisian, KPK dan lembaga pemasyarakatan.

	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya 


	MA, Kejagung, Depkumham, MK, KY, Polri, KPK
	3.546,0

	Fokus 4:  Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

	a.
	Melakukan pembenahan sistem kelembagaan dan manajemen pemerintahan di pusat dan daerah agar lebih efektif dan efisien serta berorientasi pada peningkatan kinerja instansi dan para pegawainya;
	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
	Kemeneg PAN, BPK, BKN, dan LAN,
	77,1

	b.
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas berbagai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan profesionalitas SDM aparatur;
	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 
	Kemeneg PAN, BKN, dan LAN
	44,7

	c.
	Melanjutkan pembenahan manajemen kepegawaian mencakup sistem remunerasi, data PNS, pembinaan karier berdasarkan prestasi kerja melalui penyempurnaan DP3, dan penerapan reward dan punishment;
	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
	Kemeneg PAN, BKN, dan LAN
	142,6

	d.
	Membentuk dan menata sistem koneksi (inter-phase) tahap awal Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi antar instansi, yang terkait dengan perpajakan, kepegawaian (PNS), catatan sipil, dan pelayanan kependudukan lainnya.
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara

Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
	Kemeneg PAN

Depdagri

Depkeu
POLRI
	1,0

6,0

4,0

3,0

	Fokus 5:  Peningkatan Akuntabilitas Institusi Politik dan Publik

	a.
	Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan DPR, DPD dan MPR;
	Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi
	DPR

DPD

MPR
	952,8

195,4

126,6

	b.
	Fasilitasi peningkatan peran parpol dan masyarakat sipil;

	Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi
	Depdagri
	7,0

	c. 
	Fasilitasi peningkatan efektifitas mekanisme/saluran partisipasi dan pengawasan politik masyarakat terhadap DPRD
	Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi
	Depdagri
	3,0

	d.
	Fasilitasi penyempurnaan dan harmonisasi peraturan perundangan bidang Politik;
	Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi
	Depdagri
	0,5

	e.

	Perbaikan mekanisme Pemilu dan Pilkada;
	Program Perbaikan Proses Politik
	Depdagri

KPU
	8,0

47,3

	f.
	Perbaikan proses penyusunan dan penerapan kebijakan publik nasional;
	Program Perbaikan Proses Politik
	Depdagri
	1,5

	g.
	Penyempurnaan UU Penyiaran  dan UU Pers serta penyelesaian UU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP).

	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
	Depkominfo
	2,2


Priortias  VI : Penguatan Kemampuan Pertahanan, Pemantapan Keamanan Dan Ketertiban Serta Penyelesaian Konflik

	No
	Fokus/Kegiatan Prioritas
	Program
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif 

(Rp Miliar)

	Fokus 1:  Peningkatan Kemampuan TNI dan POLRI


	a.
	Penggantian dan pengembangan alutsista TNI;

	Program Pengembangan Pertahanan Integratif
Program Pengembangan Pertahanan Matra Darat
Program 
· Pengembangan Pertahanan Matra Laut
Program Pengembangan Pertahanan Matra Udara

	Dephan/TNI
	7.556,0

	b.
	Pengembangan peralatan Polri;

	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian

	Polri
	2.723,7

	c.
	Pengembangan personil TNI dan Polri;

	Program Pengembangan Pertahanan Integratif
Program Pengembangan Pertahanan Matra Darat

Program 
· Pengembangan Pertahanan Matra Laut
Program Pengembangan Pertahanan Matra Udara

	Dephan/TNI


	13.485,0



	
	
	Program Pengembangan SDM Kepolisian
	Polri
	10.946,6

	d.
	Rehabilitasi dan pembangunan fasilitas TNI dan Polri;


	Program Pengembangan Pertahanan Integratif
Program Pengembangan Pertahanan Matra Darat

Program 
· Pengembangan Pertahanan Matra Laut

Program Pengembangan Pertahanan Matra Udara

	Dephan/TNI
	2.193,0

	
	
	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian
Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
	Polri
	200,0

300,0

	Fokus 2:  Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba


	a.
	Peningkatan kualitas penegakan hukum di bidang narkoba;


	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

	BNN
	221,8

	b.
	Peningkatan pelayanan terapi dan rehabilitasi kepada penyalahguna (korban) narkoba;


	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

	BNN
	14,7

	c.
	Penyelenggaraan kampanye nasional dan sosialisasi anti narkoba.


	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba


	BNN
	5,0

	Fokus 3:  Peningkatan Peran Industri Pertahanan Nasional 


	a.
	Pengembangan materiil dan alutsista;


	Program Pengembangan Industri Pertahanan

	Dephan/TNI
	5.190,2

	b.
	Pengembangan sistem industri pertahanan.
	Program Pengembangan Industri Pertahanan

	Dephan/TNI
	5,5

	Fokus 4:  Penanggulangan dan Pencegahan Tindakan Terorisme


	a.
	Peningkatan keberadaan Desk Terorisme;

	Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri
	Kemenko Polhukhankam
	3,5

	b.
	Komunikasi dan dialog serta pemberdayaan kelompok masyarakat;
	Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri
	Kemenko Polhukhankam
	1,5

	c.
	Penangkapan dan pemrosesan tokoh-tokoh kunci operasional terorisme.
	Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban
	Polri

Kejagung
	65,0

	
	
	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
	
	

	Fokus 5:  Penyelesaian dan Pencegahan Konflik


	a.
	Sosialisasi nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan;

	Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan

	Depdagri


	7,5

	b.
	Peningkatan koordinasi dan komunikasi berbagai pihak dalam penyelesaian konflik;

	Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan
	Kemenko Polhukhankam
	15,8

	c.
	Fasilitiasi penyempurnaan dan harmonisasi   peraturan perundangan di daerah khusus.

	Program Penyempurnaan dan penguatan Kelembagaan Demokrasi

	Depdagri
	2,0

	d.
	Peningkatan kapasitas masyarakat sipil dalam penyelesaian konflik dan pemulihan wilayah pasca konflik;
	Program Pemulihan Wilayah Pasca Konflik

	Depdagri
	1,5

	e.
	Fasiltasi penyelesaian dan pencegahan konflik;
	Program Pemulihan Wilayah Pasca Konflik
	Depdagri
	3,7

	f.
	Penyelenggaraan koordinasi penanganan masalah Papua dan daerah rawan konflik lainnya;

	Program Pemantapan Politik Luar Negeri dan Optimalisasi Diplomasi Indonesia 
	Deplu
	6,0

	g.
	Penguatan kerjasama dan saling pemahaman dengan negara-negara tetangga maupun masyarakat internasional dalam mengatasi disintegrasi wilayah NKRI;
	Program Pemantapan Politik Luar Negeri dan Optimalisasi Diplomasi Indonesia 
	Deplu
	4,8

	h.
	Pembangunan dan penguatan media center di daerah konflik dan rawan konflik  (NAD, Poso, Papua dan Maluku serta kabupaten/kota di wilayah Indonesia timur;

	Program Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
	Depkominfo
	2,9

	i.
	Membangun kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat dan media untuk mendorong penerapan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan konflik;

	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa  
	Depkominfo
	4,0

	j.
	Pengembangan personil, materiil dan fasilitas bela negara.
	Program Pengembangan Bela negara
	Dephan
	654,8

	Fokus 6:  Penanggulangan dan Pencegahan Berbagai Bentuk Kejahatan
 baik yang Bersifat Konvensional maupun Lintas Negara

	a.
	Penyelenggaraan penanggulangan dan penanganan terhadap kejahatan transnasional termasuk illegal fishing, illegal logging, dan illlegal mining; serta pelanggar hukum di wilayah yuridiksi laut Indonesia;

	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

	Polri
	211,8

	b.
	Penegakan UU dan peraturan serta  meningkatkan proses penindakan pelanggaran hukum di sektor kehutanan;

	Program Pemantapan Keamanan Dalam negeri
	Dephut

Polri

Kejagung
	73,5

	c.
	Perlindungan dan pengamanan kawasan hutan serta penertiban perdagangan hasil hutan illegal.
	Pemantapan Keamanan Dalam negeri
	Dep Kehutanan
	75,0

	Fokus 7:  Peningkatan Kualitas Intelijen


	a.
	Peningkatan sarana dan prasarana intelijen pusat dan daerah;

	Program Pemberdayaan Potensi Keamanan

	BIN
	6,7

	b.
	Operasi dan koordinasi dalam hal deteksi dini untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menanggulangi kriminalitas, mencegah dan menanggulangi konflik, separatisme, dan terorisme.
	Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara
	BIN
	874,4

	Fokus 8:  Percepatan Pembangunan Jaringan Komunikasi Sandi Negara


	a.
	Pembangunan dan pengembangan SDM persandian;

	Program Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara

	LSN
	17,1

	b.
	Pembangunan jaringan komunikasi sandi nasional;
	Program Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara

	LSN
	635,7

	c.
	Penyelenggaraan kegiatan operasional persandian.
	Program Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara

	LSN
	36,6

	Fokus 9:  Penanggulangan dan Pencegahan Gangguan Laut


	a.
	Pengembangan prasarana dan sarana;
	Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri
	Kemenko Polhukhankam/ Bakorkamla
	20,0

	b.
	Operasi bersama keamanan laut.
	Program Pemantapan Keamanan Dalam negeri
	Kemenko Polhukhankam/ Bakorkamla
	25,0


PRIORITAS VII: MITIGASI DAN PENANGGULANGAN BENCANA

	No.
	Fokus/Kegiatan Prioritas
	Program
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif 

(Rp Miliar)

	Fokus 1:  Penyelesaian Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di NAD dan Nias Khususnya di Bidang Perumahan, Permukiman, dan Perluasan Lapangan Kerja bagi Masyarakat Korban Bencana

	a.
	Penataan Ruang, Penyusunan Rencana Strategis, Program dan Anggaran NAD-Nias
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias


	Bapel NAD-Nias


	150,0

	b.
	Pemulihan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat NAD-Nias 
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias


	Bapel NAD-Nias
	364,2



	c.
	Pemulihan Prasarana dan Sarana Hukum dan HAM NAD-Nias 
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias
	Bapel NAD-Nias
	110,0

	d.
	Pemulihan Keamanan dan Pengembangan Pertahanan NAD-Nias 
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias
	Bapel NAD-Nias
	345,0



	e.
	Rehabilitasi dan Pembangunan Perumahan Serta Prasarana Lingkungan Permukiman, Air Bersih dan Sanitasi, Drainase dan Persampahan NAD-Nias
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias
	Bapel NAD-Nias
	1.949,6



	f.
	Rehabilitasi dan Pembangunan Sarana dan Prasarana  Energi dan Ketenagalistrikan, Sumber Daya Air, Irigasi, Rawa dan Pengendalian Banjir NAD-Nias 
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias
	Bapel NAD-Nias
	1.063,3



	g.
	Rehabilitasi dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi NAD-Nias
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias
	Bapel NAD-Nias
	1.178,2



	h.
	Rehabilitasi dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan NAD-Nias 


	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias
	Bapel NAD-Nias
	1.371,6

	i.
	Pemulihan Sistem Administrasi dan Pengelolaan Pertanahan NAD-Nias 


	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias
	Bapel NAD-Nias
	229,2



	j.
	Pemulihan dan Pengembangan Pertanian, Perikanan dan Kelautan NAD-Nias

	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias
	Bapel NAD-Nias
	458,7



	k.
	Pemulihan dan Pengembangan Perdagangan, Industri, Pariwisata, Investasi, Serta UKM dan Koperasi NAD-Nias
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias
	Bapel NAD-Nias
	490,4

	l.
	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja NAD-Nias
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias
	Bapel NAD-Nias
	70,9

	m.
	Rehabilitasi Lingkungan Hidup dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam NAD-Nias
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias
	Bapel NAD-Nias
	130,0



	n.
	Peningkatan Pemahaman dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebudayaan NAD-Nias
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias
	Bapel NAD-Nias
	151,4



	o.
	Pemulihan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan NAD-Nias 
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias
	Bapel NAD-Nias
	80,0



	p.
	Pengarusutamaan Gender dan Anak Serta Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana NAD-Nias 
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias
	Bapel NAD-Nias
	75,0



	q.
	Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik dan Sensus Kependudukan NAD-Nias
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias
	Bapel NAD-Nias
	5,0



	r.
	Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga NAD-Nias 
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias
	Bapel NAD-Nias
	15,0

	s.
	Pemulihan Kapasitas SDM dan Pelayanan Pendidikan NAD-Nias 
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias
	Bapel NAD-Nias
	863,27

	t.
	Pemulihan Prasarana dan Sarana Serta Peningkatan Pelayanan Kesehatan NAD-Nias
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias
	Bapel NAD-Nias
	609,7

	Fokus 2:  Penyelesaian Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Alor, Nabire, serta Bencana di Daerah Lainnya

	a.
	Penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana  dasar 
	Program Perumahan dan Permukiman 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  
	Kemenegpera

Dep. PU
	100,0

246,2

	b.
	Peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat yang meliputi pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesehatan
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 

Program Upaya Kesehatan Masyarakat  
	Depdiknas

Depkes
	268,9

28,7

	c.
	Fasilitasi pemulihan dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat 
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha UMKM
	Kemeneg KUKM
	2,2

	d.
	Fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memantapkan penyelenggaraan pemerintah di wilayah pasca bencana 
	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah


	Depdagri


	 2,0



	e.
	Penyediaan sarana dan prasarana untuk pemerintahan daerah

	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah
	Depdagri
	8,7

	Fokus 3:  Penguatan Kelembagaan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana di Tingkat Nasional dan Daerah

	a.
	Penguatan kelembagaan dalam pencegahan dan penanganan bencana di daerah-daerah yang rawan bencana. 
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah


	Bakornas PB/Set. Wapres


	10,0



	b.
	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam usaha mitigasi bencana
	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah
	Depdagri
	1,5

	c.
	Penguatan kelembagaan  penataan ruang di tingkat propinsi dan kabupaten/ kota yang tanggap terhadap bencana
	Program Penataan Ruang
	Dep. PU

Depdagri
	30,5

	d.
	Penguatan koordinasi dalam rangka  mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang
	Program Penataan Ruang
	Dep. PU

Depdagri
	2,4

	e.
	Penyusunan   Norma Standar Prosedur Manual (NSPM) pengendalian pemanfaatan ruang  yang tanggap terhadap bencana melalui pendekatan mitigasi bencana
	Program Penataan Ruang
	Dep. PU

Depdagri
	5,4

	Fokus 4:  Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana

	a.
	Perumusan dan penetapan kebijakan nasional di bidang penanganan bencana dan kedaruratan melalui pemetaan tematik sumber daya alam dan lingkungan hidup matra darat, penelitian dan pengembangan geomatika, serta pengembangan geodesi dan geodinamika
	Program Peningkatan Daya Tahan Masyarakat Terhadap Bencana

Program Perlindungan dan Konservasi SDA
	Bakornas PB/Set. Wapres

BAKOSURTANAL 
	5,0

5,0

	b.
	Pengurangan risiko bencana melalui pemberian dukungan, bantuan dan pelayanan yang terkait dengan masalah bencana dan kedaruratan
	Program Pencarian dan Penyelamatan
	Bakornas PB/Set. Wapres 
	27,0

	c.
	Penatakelolaan pencegahan dan penanggulangan bencana yang memadukan kegiatan penanggulangan bencana  dalam pemerintahan dan pembangunan
	Program Pencarian dan Penyelamatan 
	Bakornas PB/Set. Wapres
	30,0

	d.
	Pengendalian banjir dan pantai
	Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai
	Dep. PU
	

	e.
	Rehabilitasi hutan dan lahan
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
	Kemeneg LH 
	5,0

	f.
	Mitigasi dan penanggulangan bencana lingkungan laut dan pesisir
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
	Dep. KP
	22,0

	Fokus 5:  Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana

	a.
	Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat untuk mampu memberikan  tanggapan yang efektif terhadap dampak kejadian bencana 
	Program Peningkatan Daya Tahan Masyarakat terhadap Bencana


	Bakornas PB/Set. Wapres 


	30,0



	b.
	Pengembangan sistem deteksi dini (early warning system) dalam rangka kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di tingkat daerah dan masyarakat
	Program Peningkatan Daya Tahan Masyarakat terhadap Bencana

Program Penguasaan Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi

Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi dan Geofisika
	Bakornas PB/Set. Wapres 

Bakornas PB/Set. Wapres

BMG 


	20,0

10,0

120,0



	c.
	Penyediaan data dan sistem informasi lingkungan
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
	Kemeneg LH


	6,0




Prioritas VIII: Percepatan Pembangunan Infrastruktur
	No
	Fokus /Kegiatan Prioritas
	Program 
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif 

(Rp Miliar)

	Fokus 1:  Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Sesuai Dengan Standar Pelayanan Minimal

	A.  Sub Bidang Sumber Daya Air

	1.
	Rehabilitasi waduk, embung, situ, dan bangunan penampung air lainnya
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya
	Dep. PU
	166,5



	2.
	Operasi dan pemeliharaan waduk, embung, situ, dan bangunan penampung air lainnya,
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya
	Dep. PU
	262,4

	3.
	Perbaikan jalur hijau di kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan waduk-waduk
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya
	Dep. PU
	135,3



	4.
	Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi 
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
	Dep. PU
	525,7

	5.
	Rehabilitasi jaringan irigasi 
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
	Dep. PU
	1.382,5

	6.
	Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
	Dep. PU
	33,0



	7.
	Operasi, pemeliharaan, serta perbaikan alur sungai, prasarana pengendali banjir dan pengaman pantai 
	Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai
	Dep. PU
	416,1

	8.
	Perkuatan Balai-Balai Pengelolaan Sumber Daya Air 
	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
	Dep. PU
	19,4

	B. Sub Bidang Transportasi

	1.
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan nasional dan jembatan pada jalan nasional
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan


	Dep. PU
	3.437,9 



	2.
	Rehabilitasi prasarana termasuk sistem sinyal, telekomunikasi dan listrik aliran atas dan pembangunan/ penertiban pintu perlintasan di daerah rawan kecelakaan dan sarana KA api kelas ekonomi/KRD/ KRDE/K3 
	Program Rehabilitasi Prasarana dan Sarana KA
	Dephub
	117,6

	3.
	Lanjutan pengadaan 40 bus perintis dan subsidi bus perintis
	Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ
	Dephub
	9,4

	4.
	Pelayanan ASDP perintis di 68 lintasan
	Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP
	Dephub
	101,2

	5.
	Pelayanan pelayaran perintis di 29 propinsi meliputi 58 trayek
	Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut
	Dephub
	221,4

	6.
	Pelayanan penerbangan perintis di 15 propinsi meliputi 80 rute
	Program Pembangunan Prasarana Transportasi Udara
	Dephub
	100,0

	C. Sub Bidang Energi

	1. 
	Pembangunan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi
	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi
	Dep. ESDM
	31,8

	2. 
	Kajian pemanfaatan batu bara berkalori rendah dan implementasi briket dan UBC
	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi
	Dep. ESDM
	5,0

	3. 
	Peningkatan kapasitas kilang minyak bumi
	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi
	Dep. ESDM
	24,7

	4. 
	Peningkatan pemanfaatan gas bumi dalam rangka mengurangi ketergantungan akan BBM  
	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi
	Dep. ESDM
	17,3

	5. 
	Lanjutan pembangunan jaringan pipa gas di Sumatera dan Jawa
	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi
	Dep. ESDM
	22,3

	6. 
	Lanjutan pengembangan panas bumi untuk ketenagalistrikan di Sumatera, Jawa  dan Sulawesi
	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi
	Dep. ESDM
	15,0

	7. 
	Pengembangan distribusi gas Banten dan Jawa Barat
	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi
	Dep. ESDM
	16,9

	8. 
	Pembangunan jaringan transmisi gas dari Kalimantan Timur ke Jawa Tengah tahap awal
	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi
	Dep. ESDM
	18,3

	D. Sub Bidang Ketenagalistrikan

	1.
	Rehabilitasi dan repowering pembangkit listrik yang ada khususnya pada sistem Jawa-Madura-Bali (Jamali)
	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan
	Dep. ESDM,   PT. PLN
	830,5 



	2.
	Pembangunan pembangkit listrik untuk sistem Jamali dan luar Jamali khususnya yang terutama di daerah yang mengalami krisis listrik 
	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan
	Dep. ESDM,   PT. PLN
	860,5



	3.
	Peningkatan jaringan penyaluran (transmisi, distribusi dan gardu)
	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan
	Dep. ESDM,   PT. PLN
	290,0

	4.
	Perluasan pelayanan tenaga listrik di wilayah-wilayah perdesaan dan terpencil
	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan
	Dep. ESDM
	600,0

	5.
	Peningkatan kualitas pelayanan pelanggan
	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan
	Dep. ESDM, PT. PLN
	4,6

	6.
	Mendorong upaya pembangunan ketenagalistrikan yang berwawasan lingkungan
	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan
	Dep. ESDM
	1,5

	7.
	Mendorong  upaya penghematan  penggunaan tenaga listrik 
	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan
	Dep. ESDM, PT. PLN
	2,0

	E. Sub Bidang Pos dan Telematika

	1.
	Pemeliharaan, rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pos dan telematika
	Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika
	Depkominfo, TVRI, dan RRI
	50,0



	F. Sub Bidang Perumahan dan Permukiman

	1. 
	Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) sebanyak 57 twin blok 
	Program Pengembangan Perumahan
	Dep. PU

Kemenegpera
	427,5

127,0

	2. 
	Pengembangan subsidi kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah
	Program Pengembangan Perumahan
	Menpera
	25,0

	3. 
	Pembangunan dan perbaikan perumahan nelayan dan perumahan rakyat yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan serta pulau-pulau kecil  sebanyak 2.600 unit;
	Program  Pemberdayaan Komunitas Perumahan
	Kemenegpera
	43,8

	4. 
	Rehabilitasi perumahan dan pembangunan prasarana dan sarana permukiman di kawasan eks bencana alam dan sosial sebanyak 4.500 unit
	Program Pengembangan Perumahan
	Dep. PU
	13,3

	5. 
	Pembangunan prasarana dan sarana permukiman bagi kawasan rumah sederhana sehat (RSH) di 102 kawasan
	Program Pengembangan Perumahan
	Dep. PU

Kemenegpera
	67,5

12,9

	6. 
	Pembangunan prasarana dan sarana permukiman pada 33 kawasan di wilayah perbatasan 
	Program Pengembangan Perumahan
	Dep. PU
	236,9

	7.
	Pembangunan prasarana dan sarana permukiman di pulau kecil, kawasan terpencil di 25 kawasan
	Program  Pemberdayaan Komunitas Perumahan
	Dep. PU
	35,0

	8.
	Pembangunan prasarana dan sarana permukiman di kawasan kumuh, desa tradisional, desa nelayan, dan desa eks transmigrasi di 150 kawasan
	Progrram  Pemberdayaan Komunitas Perumahan
	Dep. PU
	  150,0

	    9.
	Pembangunan prasarana dan sarana air minum melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat di 150 lokasi/desa miskin, desa rawan air, desa pesisir dan desa terpencil. 
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan  Air Limbah
	Dep. PU
	200,0

	  10.
	Pembangunan prasarana dan sarana air limbah berbasis masyarakat (SANIMAS) di 72 kab/kota
	Program Pengembangan  Kinerja  Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
	Dep. PU
	54,0

	  11.
	Pengembangan sistem pelayanan persampahan untuk 35 ibu kota kabupaten/kota pemekaran
	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase
	Dep. PU
	60,0

	  12.
	Pembangunan serta perbaikan sistem drainase primer dan sekunder pada 70 kawasan di kota metropolitan dan kota besar,
	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase
	Dep. PU
	140,0

	Fokus 2. Tercapainya Peningkatan Daya Saing Sektor Riil

	A. Sub Bidang Sumber Daya Air

	1.
	Pembangunan waduk, embung, situ, dan bangunan penampung air lainnya 
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya
	Dep. PU
	499,5

	2.
	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 


	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
	Dep. PU
	308,7

	3.
	Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa 
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
	Dep. PU
	250,0

	4.
	Peningkatan manajemen banjir melalui partisipasi masyarakat 
	Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai
	Dep. PU
	85,5

	5.
	Pembangunan prasarana pengendali banjir 
	Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai
	Dep. PU
	808,5

	6.
	Penyelesaian berbagai peraturan perundang-undangan sebagai turunan UU 7/04 tentang Sumber Daya Air 
	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
	Dep. PU
	10,4

	7.
	Pembentukan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air
	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
	Dep. PU
	2,6

	B. Sub Bidang Transportasi

	1. 
	Penanganan prasarana jalan di kawasan perbatasan (di Kalbar, Kaltim, Sulut, NTT, Papua)
	Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan
	Dep. PU
	275,0

	2. 
	Penyelesaian jalan dan jembatan (rounding up) pada lintas selatan Jawa, Barat Sumut, Kelok 9 Sumbar, Jemb. Kapuas, Jemb Kahayan Hulu, dan Barito Hulu
	Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan
	Dep. PU
	830,0

	3. 
	Penangan program strategis nasional : lintas Jambi, lintas Sumsel, lintas Lampung, Pantura Jawa, Jembatan Suramadu, Lintas barat Sulbar, Fly over 6 lokasi di Medan, Palembang & Makasar, Jakarta dan Banten, jalan raya Gresik, akses Bandara Juanda, dan Manado By Pass.
	Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan
	Dep. PU
	1.630,0

	4. 
	Penangan jalan di Pulau-pulau kecil (antara lain di Sebatik, Alor, Lembata, Rote, Buton, Sangihe, Talaud, Wetar, dan Biak)
	Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan
	Dep. PU
	105,0

	5. 
	Penanganan mendesak dan Program Khusus (penanganan Jembatan RK Ilir, jembatan Sukarno, Balingara-Bunta, dll)
	Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan
	Dep. PU
	320,0

	6. 
	Peningkatan & pembangunan jalan dan Jembatan lainnya di ruas jalan nasional
	Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan
	Dep. PU
	1.828,8

	7. 
	Peningkatan jalan di Maluku & Maluku Utara dalam rangka pelaksanaan Inpres No. 6 Tahun 2003.
	Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan
	Dep. PU
	62,0

	8. 
	Penanggulangan muatan lebih secara terpadu termasuk melalui pembangunan jembatan timbang
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
	Dephub
	7,2

	9. 
	Peningkatan keselamatan transportasi LLAJ melalui pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ, pembangunan alat PKB 12 unit, perbaikan daerah rawan kecelakaan
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
	Dephub
	111,2

	10. 
	Peningkatan kelancaran mobilisasi lalu lintas angkutan jalan melalui penataan dan manajemen rekayasa lalu lintas dan pembangunan terminal
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
	Dephub
	30,90

	11. 
	Lanjutan pembangunan dermaga penyeberangan pada lintas-lintas strategis: Sumut, Riau, Kepri, Jambi, Babel, Sumsel, Bengkulu, Jateng, Jatim, NTT, NTB, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulut,, Sulteng, Maluku Utara, Maluku, Papua, dan Irjabar.
	Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP
	Dephub
	264,1

	12. 
	Peningkatan keandalan angkutan KA melalui peningkatan jalan dan jembatan KA lintas Selatan dan lintas Utara Jawa dan Sumatera
	Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana KA
	Dephub
	568,5



	13. 
	Peningkatan kapasitas angkutan KA melalui lanjutan pembangunan jalur ganda Kutoarjo-Yogyakarta; Cikampek-Cirebon; Cirebon-Kroya.
	Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana KA
	Dephub
	948,7

	14. 
	Peningkatan angkutan umum massal di Jabotabek melalui lanjutan pembangunan Depo-Depok
	Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana KA
	Dephub
	175,3

	15. 
	Peningkatan pelayanan angkutan KA melalui lanjutan pembangunan double-double track Manggarai-Cikarang dengan pinjaman luar negeri.
	Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana KA
	Dephub
	106,8

	16. 
	Peningkatan kelancaran angkutan ke pelabuhan dan bandara strategis nasional melalui lanjutan pembangunan jalan akses KA ke Tg.Priok dan Belawan serta akses KA ke Bandara Soekarno Hatta dan Juanda termasuk kajian dan evaluasi untuk peningkatan manajemen transportasi antarmoda.
	Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana KA
	Dephub
	182,9

	17. 
	Peningkatan pelabuhan ekspor dan strategis nasional melalui lanjutan pembangunan Pelabuhan Dumai dan peningkatan pelayanan pelabuhan Tanjung Priok.
	Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut
	Dephub
	54,1

	18. 
	Peningkatan pelayanan angkutan laut melaui lanjutan pengadaan kapal navigasi 4 unit, lanjutan pembangunan Sistem Telekomunikasi Maritime tahap IV, lanjutan pengadaan kapal penumpang dengan fasilitas bongkar muat petikemas 1 unit
	Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut
	Dephub
	354,0

	19. 
	Peningkatan mobilitas penumpang dan pariwisata melalui pembangunan Bandar Udara Medan Baru tahap awal, lanjutan pembangunan Bandar Udara Makassar, Lanjutan Pembangunan Bandara Juanda , lanjutan pembangunan Bandar Udara Ahmad Yani Semarang, Banyuwangi, Bawean, Dr. FL Tobing-Sibolga, Silampari, Pekonserai, Saumlaki, Domine Edward Osok-Sorong serta pengembangan Bandar Udara yang berada di daerah perbatasan


	Program Pembangunan Prasarana Transportasi Udara
	Dephub
	800,0

	C. Sub Bidang Energi

	1. 
	Melanjutkan pengembangan teknologi tepat guna yang diarahkan pada barang-barang mass production
	Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi Serta Teknologi Energi
	Dep. ESDM
	26,0


Pemaketan pelelangan di sisi hulu untuk menjamin kelangsungan industri dalam negeri, melalui prioritas penggunaan produksi dalam negeri, dan standarisasi dan pengawasan kualitas produksi dalam negeri.

	
	Program Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Energi
	Dep. ESDM
	2,3
	

	D. Sub Bidang Ketenagalistrikan

	1. 
	Rehabilitasi dan repowering pembangkit listrik yang ada khususnya pada sistem Jawa-Madura-Bali (Jamali)
	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan
	Dep. ESDM,   PT. PLN
	830,5



	2. 
	Membangun pembangkit listrik untuk sistem Jamali dan luar Jamali khususnya yang terutama di daerah yang mengalami krisis listrik 
	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan
	Dep. ESDM,   PT. PLN
	860,5

	3. 
	Mengembangkan jaringan penyaluran (transmisi, distribusi dan gardu)
	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan
	Dep. ESDM,   PT. PLN
	290,0

	4. 
	Meningkatkan pemanfaatan energi non BBM untuk pembangkit listrik terutama energi terbarukan
	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan
	Dep. ESDM,   PT. PLN
	18,0

	5. 
	Meningkatkan pembinaan industri penunjang ketenagalistrikan dalam negeri melalui pembinaan usaha serta pengembangan standarisasi dan sertifikasi 
	Penyempurnaan Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi Teknologi dan Bisnis Ketenagalistrikan
	Dep.  ESDM
	7,0

	E. Sub Bidang Pos dan Telematika

	1.
	Penyusunan/ pembaharuan kebijakan, regulasi dan kelembagaan untuk mendukung penyediaan infrastruktur pos dan telematika 
	Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika
	Depkominfo
	1,0

	2.
	Penyusunan/pembaharuan kebijakan dan regulasi untuk mendukung penelitian dan pengembangan indsutri pos dan telematika
	Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika
	Depkominfo
	2,0

	3.
	Peningkatan pembangunan infrastruktur dan kualitas layanan pos dan telematika
	Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika
	Depkominfo, TVRI, dan RRI
	357,2

	4.
	Penyediaan infrastruktur pos dan telematika di daerah yang secara ekonomi kurang menguntungkan termasuk wilayah perbatasan, daerah terisolir, dan pulau-pulau kecil terluar melalui program USO
	Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika
	Depkominfo, TVRI, dan RRI
	750,0

	5.
	Penegakan hukum dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pos dan telematika
	Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika
	Depkominfo
	100,0

	6.
	Peningkatan standarisasi dan sertifikasi pelayanan/ perizinan, keahlian SDM, perangkat dan sistem pos dan telematika
	Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika
	Depkominfo
	10,0

	7.
	Penyusunan/pembaharuan kebijakan, regulasi, dan kelembagaan untuk mendukung pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
	Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	Depkominfo
	1,0

	8.
	Penyusunan standar untuk mendukung pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
	Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	Depkominfo
	1,5

	9.
	Peningkatan literasi masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi (e-literacy)
	Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	Depkominfo
	84,5

	10.
	Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi
	Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	Depkominfo
	8,0

	F. Sub Bidang Perumahan dan Permukiman

	1. 
	Penataan dan revitalisasi 70 kawasan strategis nasional
	Program Pengembangan Perumahan
	Dep. PU
	127,0

	2. 
	Pembangunan prasarana dan sarana air minum perpipaan di 5 kawasan 
	Program Pengembangan  Kinerja  Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
	Dep. PU
	11,5

	3. 
	Pembangunan sistem air limbah terpusat di 10 kota metropolitan dan kota besar serta sistem IPAL di 3 kab/kota
	Program Pengembangan  Kinerja  Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
	Dep. PU
	22,5

	4. 
	Pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) persampahan regional di 10 kota


	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase
	Dep. PU
	40,0

	Fokus 3. Meningkatnya  Investasi Proyek-Proyek Infrastruktur yang Dilakukan oleh Swasta Melalui Berbagai Skim Kerjasama Antara Pemerintah dan Swasta

	A. Sub Bidang  Sumber Daya Air

	1.
	Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa 


	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
	Dep. PU
	90,2

	B. Sub Bidang Transportasi

	1. 
	Dukungan pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol
	Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan
	Dep. PU
	211,3

	2. 
	Lanjutan penyusunan peraturan pelaksanaan UU No.38 tahun 2004 tentang Jalan
	Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan
	Dep. PU
	1,0

	3. 
	Lanjutan revisi UU No.14/1992 tentang LLAJ berikut peraturan pelaksanaan dan sosialisasinya
	Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Peraturan LLAJ
	Dephub
	2,0

	4. 
	Lanjutan revisi UU No. 13 tahun 1992 tentang perkeretaapian berikut penyusunan peraturan pelaksanaan dan sosialisasinya
	Program Restrukturisasi dan Reformasi Kelembagaan Perkeretaapian
	Dephub
	2,0

	5. 
	Lanjutan penyusunan peraturan pelaksanaan UU Pelayaran yang baru termasuk revisi PP No. 69 tahun 2001 tentang Kepelabuhanan dan penyusunan peraturan pendukung serta sosialisasi.
	Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Peraturan Transportasi Laut
	Dephub
	5,0

	6. 
	Lanjutan revisi UU No. 15 tahun 1992 tentang Penerbangan dan peraturan pendukung dan sosialisasinya
	Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Peraturan Transportasi Udara
	Dephub
	5,0

	7. 
	Review/monev PJM dan persiapan RPJM/RPJP sektor transportasi


	Program Pengembangan Transportasi Antarmoda
	Dephub
	2,0

	8. 
	Pengembangan sistem informasi dan database kinerja transportasi
	Program Pengembangan Transportasi Antarmoda
	Dephub
	1,0

	C. Sub Bidang Energi

	1. 
	Penyehatan industri yang ada, privatisasi, mengatur pemain dengan unbundling dan pendatang baru serta kompetisi.
	Program Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Energi
	Dep. ESDM
	2,1

	2. 
	Melanjutkan program restrukturisasi dan revisi Undang-Undang Minyak dan Gas.
	Program Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Energi
	Dep. ESDM
	3,6

	3. 
	Kajian untuk menentukan skema/struktur industri energi dalam rangka mendorong pengembangan sektor ekonomi
	Program Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah, Koperasi dan Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi
	Dep. ESDM
	13,8

	4. 
	Review dan evaluasi peraturan yang ada dalam rangka peningkatan partisipasi pemerintah daerah, swasta, koperasi dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dan penyaluran energi.
	Program Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah, Koperasi dan Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi
	Dep. ESDM
	7,9

	5. 
	Pembuatan aturan pemisahan yang jelas antara wilayah kompetisi dan non kompetisi berikut kriteria-kriteria pembatasan untuk wilayah dimaksud.
	Program Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Energi
	Dep. ESDM
	1,2

	6. 
	Memfasilitasi pelaksanaan Otda di sektor energi dengan acuan UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004
	Program Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Energi
	Dep. ESDM
	5,0

	D. Sub Bidang Ketenagalistrikan

	1. 
	Membaharui UU ketenagalistrikan
	Program Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan
	Dep.  ESDM
	2,0

	2. 
	Menyesuaikan regulasi dan peraturaran pelaksanaan UU ketenagalistrikan khususnya dalam mencipatkan iklim yang kondusif untuk investasi bidang ketenagalistrikan swasta
	Program Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan
	Dep.  ESDM
	3,0

	3. 
	Meningkatkan aksesibilitas informasi bagi swasta  dalam berinvesastasi di bidang ketenagalistrikan 
	Program Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah, Koperasi dan Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan
	Dep.  ESDM, PT. PLN
	6,0

	4. 
	Meningkatkan sistem penyaluran dalam rangka menunjang investasi swasta dalam bidang pembangkitan
	Program Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah, Koperasi dan Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan 
	Dep.  ESDM, PT. PLN
	8,0

	E. Sub Bidang Pos dan Telematika

	1.
	Penyusunan/pembaharuan kebijakan, regulasi, kelembagaan dan industri pos dan telematika dalam rangka reformasi dan restrukturisasi sektor dan korporat
	Program Penyelesaian Restrukturisasi Pos dan Telematika
	Depkominfo
	30,0

	2.
	Peningkatan transparansi dan kejelasan proses perizinan sektor pos dan telematika
	Program Penyelesaian Restrukturisasi Pos dan Telematika
	Depkominfo
	10,0

	3.
	Penyelerasan peraturan perundang-undangan baik antara pusat dan daerah maupun tentang telekomunikasi, TI dan penyiaran
	Program Penyelesaian Restrukturisasi Pos dan Telematika
	Depkominfo
	10,0

	F. Sub Bidang Perumahan dan Permukiman

	1. 
	Pengembangan asset management untuk pengelola air minum dan air limbah di 5 kota besar
	Program Pengembangan Kelembagaan Pembangunan Air Minum dan Air Limbah
	Dep. PU
	7,5

	2. 
	Pengembangan asset management untuk pengelola persampahan  di 5 kota/kab
	Program Pengembangan Kelembagaan Pembangunan Persampahan dan Drainase
	Dep. PU
	7,5


Prioritas IX :Pembangunan Daerah Perbatasan dan Wilayah Terisolir 

	No
	Fokus/Kegiatan Prioritas
	Program
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif

(Rp Miliar)

	Fokus 1:  Penegasan dan Penataan Batas Negara di Darat dan di Laut termasuk di Sekitar Pulau-pulau Kecil Terluar 

	a.
	Penegasan status hukum segmen-segmen batas darat dan laut (Zona Ekonomi Eksklusif, Batas Laut Teritorial dan Batas landas Kontinen) yang belum jelas dan belum disepakati melalui:

· Upaya perundingan dengan prioritas batas wilayah antara perbatasan RI-Malaysia, RI-Timor Leste, RI-PNG, dan RI-Filipina

· Pemetaan batas wilayah
· Pemetaan tematik SDA dan LH matra laut

· Pemetaan tematik SDA dan LH matra darat

· Pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan
	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan 

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Program Pemantapan Politik Luar Negeri dan Optimalisasi Diplomasi Indonesia
	Depdagri 

BAKOSURTANAL 

Deplu 


	39,1

5,9
10,2

	b.
	Penetapan dan pemeliharaan titik-titik dasar (base point) di 92 pulau-pulau kecil terluar melalui: 

· Pembangunan rambu/menara suar di pulau-pulau kecil terluar yang tidak berpenghuni 

· Penyelamatan Pulau Karang Nipah

· Pengembangan geodesi dan geodinamika
· Penyelenggaraan sistem jaringan dan standarisasi data spasial
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai

Program Pembangunan Transportasi Laut


	BAKOSURTANAL

Dep. PU

Dephub


	10,4

150,0

3,8


	c.
	Penataan tanda-tanda fisik dan patok perbatasan di wilayah perbatasan dengan prioritas wilayah perbatasan RI-Malaysia, RI-Timor Leste, RI-PNG, RI-Filipina, dan di pulau-pulau kecil terluar beserta sosialisasinya, antara lain melalui penyediaan atlas sumberdaya, atlas publik dan pembangunan basis data atlas.
	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 

Program Difusi dan Pemanfaatan Iptek


	Depdagri

BAKOSURTANAL
	4,0
9,0

	Fokus 2: Peningkatan Kerjasama Bilateral di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan Negara Tetangga

	a.
	Peningkatan kerjasama bilateral bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan keamanan melalui forum GBC Indonesia-Malaysia, JBC Indonesia-PNG, JBC Indonesia-Timor Leste, JWG Indonesia-Filipina, dan SOSEK MALINDO.


	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 

Program Pengembangan Bela Negara

Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban 
Program Pemantapan Politik Luar Negeri dan Optimalisasi Diplomasi Indonesia

Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban


	Depdagri 
Dephan/TNI

Deplu

Polri
	5,0

0,5

4,1

24,1


	b.
	Penyediaan sarana dan prasarana perbatasan, termasuk peningkatan layanan kepabeanan, keimigrasian, karantina, dan keamanan (CIQS) dengan prioritas wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan, RI-Timor Leste di NTT, RI-PNG di Papua, dan RI-Filipina di Sulawesi Utara. 
	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
	Depdagri 

 
	5,0

	c.
	Pembangunan pos lintas batas (PLB) baru pada jalur-jalur lintas batas tradisional dan peningkatan kualitas PLB yang telah ada dengan prioritas wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan, RI-Timor Leste di NTT, RI-PNG di Papua, dan RI-Filipina di Sulawesi Utara.
	Program Penegakan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan NKRI


	Dephan/TNI
	29,7

	d.
	Pembangunan fasilitas pos-pos permanen pengamanan perbatasan dengan prioritas di wilayah perbatasan RI-Malaysia, RI-Timor Leste, RI-PNG, dan RI-Filipina.
	Program Penegakan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan NKRI
	Dephan/TNI
	25,0

	e.
	Pembangunan Mapolres, Pos Polisi, Rumdin Pos Polisi, dan pengadaan materiil pendukung pos Polisi Perbatasan
	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian
	Polri
	13,9

	f.
	Operasi keamanan di wilayah perbatasan
	Program Penegakkan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan NKRI

Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
	Dephan/TNI

Polri
	15,0

5,4

	Fokus 3: Penataan Ruang dan Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup Wilayah Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terluar

	a.
	Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Perbatasan antara lain melalui pemetaan dasar Rupabumi dan Tata Ruang.


	Program Penataan Ruang 

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
	Dep. PU 

BAKOSURTANAL

Kemeneg PDT


	18,0

91,5

1,7



	b.
	Peningkatan pengelolaan batas wilayah laut dan pulau-pulau terdepan/terluar
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan 


	DKP


	58,0

	Fokus 4: Pemihakan Kebijakan Pembangunan untuk Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terluar

	a.
	Peningkatan dan penyediaan berbagai prasarana perhubungan antara lain: jalan, jembatan, pelabuhan, dermaga, lapangan terbang, dan terminal antarnegara untuk meningkatkan aksesibilitas 
	Program Peningkatan/pembangunan Jalan dan Jembatan
Program Pembangunan Transportasi Laut

Program Pembangunan Transportasi Udara

Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ


	Dep PU
Dephub
	275,0

67,2

	b.
	Peningkatan dan penyediaan berbagai prasarana dan sarana dasar antara lain: permukiman, air bersih, komunikasi,  dan listrik/listrik perdesaan 


	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Program Pengembangan Perumahan
Program Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan
Program Pengembangan, Penataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika
	Dep PU

Dep ESDM

Depkominfo


	282,5

8,0

48,7


	c.
	Penerapan skim kewajiban layanan listrik perdesaan untuk mempercepat pembangunan sarana dan prasarana di wilayah perbatasan dengan memperhatikan budaya setempat
	Program Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan

	Dep ESDM
	6,0



	d.
	Pengembangan sektor-sektor unggulan berbasis sumberdaya lokal di wilayah perbatasan 

	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan


	Kemeneg PDT


	9,5



	e.
	Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah di wilayah perbatasan
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
	Depdagri
	3,0

	.f.
	Pengembangan kawasan transmigrasi di wilayah perbatasan melalui:

· Peningkatan kerjasama antarwilayah, antarpelaku, dan antarsektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal

· Penyediaan pengelolaan prasarana dan sarana sosial ekonomi kawasan transmigrasi di wilayah perbatasan
	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
	Depnakertrans 

Kemeneg PDT 
	70,0

1,35

	g.
	Pemberdayaan masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar.
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya
	Kemeneg PDT


	5,0

	Fokus 5: Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi di Daerah Terisolir

	a.
	Penerapan skema Public Service Obligation (PSO) dan keperintisan transportasi

	Program Pembangunan Transportasi Laut

Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ

Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP
Program Pembangunan Transportasi Udara
	Dephub
	240,0



	b.
	Program listrik masuk desa 

	Program Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan
	Dep. ESDM
	8,0

	c.
	Pembangunan sumberdaya air baku dan penyediaan air minum di wilayah terisolir
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
	Dep PU
	206

	d.
	Pengembangan kawasan transmigrasi di wilayah terisolir melalui:
· Peningkatan kerjasama antarwilayah, antarpelaku, dan antarsektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal

· Penyediaan pengelolaan prasarana dan sarana permukiman wilayah untuk pengembangan usaha perekonomian kawasan transmigrasi dan wilayah tertinggal
	Program Pengembangan Wilayah Tertinggal
	Depnakertrans
	615,2



	e.
	Pembangunan prasarana dan sarana di daerah terisolir untuk membuka akses ke pusat pertumbuhan ekonomi lokal melalui:

· Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal

· Penyelenggaraan forum koordinasi antar stakeholder pembangunan daerah terisolir

· Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan

· Pembangunan infrastruktur perdesaan kompensasi pengurangan subsidi BBM

· Pembangunan jalan di wilayah terisolir
	Program Pengembangan Kawasan Tertinggal

Program Pengembangan Ekonomi Lokal

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan

Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan
	Kemeneg PDT 

Dep PU
	457,7
105

	f.
	Penerapan Universal Service Obligation (USO) untuk telekomunikasi

	Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika
	Depkominfo
	750,0

(PNPB USO)

	Fokus 6: Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Sosial Dasar di Daerah Terisolir

	a.
	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan melalui:

· Rehabilitasi gedung sekolah yang rusak pada jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi

· Pembangunan dan rehabilitasi puskesmas dan jaringannya

· Dukungan pembangunan rumah sakit di daerah pemekaran dan terisolir secara efektif
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program Pendidikan Menengah

Program Upaya Kesehatan Masyarakat
	Depdiknas

Depag

Depkes
	433,0

18,0


	b.
	Penyediaan bantuan operasional sekolah untuk pendidikan dasar dan bantuan khusus murid untuk pendidikan menengah
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program Pendidikan Menengah 


	Depdiknas


	332,0

	c.
	Pembangunan asrama guru dan murid untuk daerah terpencil
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun


	Depdiknas


	30,0



	d.
	Penyediaan buku pelajaran


	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program Pendidikan Menengah 
	Depdiknas

Depag 
	38,0



	e.
	Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional
	Program Pendidikan Non Formal
	Depdiknas


	17,0

	f.
	Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan


	Depdiknas


	30,0

	g.
	Peningkatan akses Komunitas Adat Terpencil (KAT) terhadap pelayanan sosial dan ekonomi serta terhadap wilayah di sekitarnya
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya
	Kemeneg PDT
	5,0

	h.
	Penyediaan prasarana permukiman di pulau-pulau terpencil
	Program Pengembangan Perumahan
	Dep PU
	35,0


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya


Deputi Sekretaris Kabinet


Bidang Hukum,





ttd





Lambock V. Nahattands
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